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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
Mational Shara Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Ji. Dempo No. 19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. ; (021) 3504146 Fax. ; (021) 31503268

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 133/DEN-MUL/X2019
Tentang
AL-MUSYARAKAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK

e A i oy
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DDSN-MUT) setelah,

Menimbang ¢ a. bahwa kegiatan usaha dan bisnis yang dilakukan oleh masyarakat dan
Bank Indonesia saat ini memerlukan panduan pelaksanaan akad al-
Musyarakah al- Muntahivah bi al-Tamiik ( Musyarakah Muniahivah bi
al-Tamlik);

b. bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait musyarakah
baik wntuk perbankan, perusahasn pembiavasn, jasa keuangan
maupun aktivitas bisnis lainnya, dan fatwa tentang akad syirkah untuk
lingkup wvang lebih luas sebagai fatwa induk., namun belum
menetapkan fatwa terkait akad Musyarakah Mumiahivah bi al-Tamlik,

¢. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a dan huruf b, DSN-MUI
memandang perfu untuk menetapkan fatwa tentang Musyarakah
Muntahivah bi al-Tamlik untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT:
a. 0.S. Shad (38): 24:

ooy ST b Sy (s e aiftad patd ol ol sl

coph La el Ll
. Dan sesungeuhnva kebanvakan dari orang vang bersvarikat
itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain.

kecuali orang vang beriman dan mengeriakan amal shaleh; dan
amt sedikitlah mereka ini... "

b. ©.S.al-Bagarah (2): 275:
S e

“Allah relah  menghalalkan jual bell dan  mengharamkan
riba... "
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c. (Q.S. al-Ma’idah (5): 1:

o 1 5 2l iy
“Heai orang vang beriman! Penuhiloh akad-akead .. "
2. Hadis Nabi s.a.w.;
8. Hadis Nabi saw. riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah,
Rasulullah s.a.w. bersabda:
NIERHRCRN g P - QP ROV A (e T
Magli 2 Bl Al
“Allah swi. berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang
vang bersvarikat selama salah satu pihak ridak mengkhianati

pihak vang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat kepada
pihak yang lain, Aku keluar dari mereka, "

b. Hadis Nabi s.aw. riwayatl al-Tirmidzi dari “‘Amr bin ‘Auf al-
Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:
Satiedlis urs 4t 3 e g als Y Gde 2 e Al
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“Shulh (penyelesaian sengkeia melalui  musyvawarah untuk
muifakart) boleh dilakwkan di antara kawm musfimin, kecuali shulh
vang mengharamkan vang halal atan menghalalkan yang haram;
dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali
syaral yang mengharamkan vang halal ataw menghalalkan yang
: N
c. Hadis Nabi s.aw. riwayat al-Baihagi dan Ibnu Majah dari Abu
Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Jual beli hanyva boleh dilakukan atas dasar suka sama suka. ™

3. Tagrir Nabi s.a.w. terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh
masyarakat pada saat itu sebagaimana disebutkan oleh al-Sarakhsiy
dalam al-Mabsuth, juz 11, h. 151,

4. Ijma" Ullama atas bolehnya musyvarakah sebagaimana dikemukakan
oleh Ibnu Qudamah dalam alf-Mughni, juz ¥V, h. 3 dan Ibou al-Humam
dalam Svarh Fath al-Qadir, juz V1, h.153,

5, Kaidah fikih:
g e s 3 ST depy! ol o Y
“Pado dasarnya, semua bentuk muamalah boleh difakukan kecuall
ada dalil yang mengharamkannya, *
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Memperhatikan

|. Pendapat Ulama:

a. Thnu Qudamah dalam kitab al-Mughni, (Bayrut; Dar al-Fikr, t.th),
juz 5, h 173

!é; .EJL- ;;_;.l} A e s 1803 Las ,:,'_-'u.‘;.n;‘_’ll izl AR ;Jj
“Apabila salah satu deri dua vang bermitra (syarik) membeli porsi
(bagian, hishshah) dari syarik lainnva, maka hukumya boleh,
karena (sehenarnya) ia membeli milik pihak lain. ™

b. [bn Abidin dalam kitab Radd af- Muhbtar, juz [11, h. 365:

TS &H}.Lﬂalﬁ#m,uug' Letgy g

“Apabila salah satu dari dua orang yvang bermiira fsyank) dalam
(kepemilikan) suaty  bangunan  menjual porsi fhishshah)-mya
kepada pihak lain, maka hdumnya tidak boleh; sedangkan (jika
menjual porsinva tersebut) kepada syarik-nya, maka hukumnya
bofeh.

¢. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab aof-Muy 'omalat al-Malivah al-
M ashirah, h, 436-437:

_aadl 22 ey sy wg kg Bpka e o
A L B S e 2y B 380 2 e 3
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* Musyarakah ini { Mutamagishah arau Musyarakah Muntahiyah hi-
al-Tamlik) dibenarkan dalam svariah, karema -sebagaimana
liarah Muntahivah bi-al-Tamlik— didasarkan pada fanji dari bank
kepada mitra (nasabah)-nya halhwa bank akan menjual kepada
mitra porsi kepemilikannva dalam Syirkah apabila mitra telah
membeyar kepada bank harga porsi bank tersebu.

Dy saat berlangsung, Musyarakah tersebut dipandang sebagal
Syirkah ‘Inan, karena kedua belah pihak menyverahkan koniribusi
ra'sul mal, dan bank mendelegasikan kepada nasabah-mitranya
urtuk mengelola kegiatan uscha Setelah Svirkah selesai, bank
menfued seluruh ataw sebayian porsinva kepada mitra, dengan
ketentuan akad penfualan ini dilakukan secara terpisah yang tidak
terkair dengan akad Syirkah, ™

d. Muhammad Utsman Syibair dalam Kkitab af-Muyamalah al-
Malivah al-Mu ashirah fi al-Figh al-Islamy, h. 334 dan 336;
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Musyarakah muntahivah bi al-tamiik adalah bentuk syirkah di
mana pitak bank (LKS) memberikan hak kepada svarik umiuk
menggantikan posisinva dalam kepemilikan hishah, baik dengan
pengalihan secara sekaligus maupun secara bertahap sesuai
dengan persyaraian yang felah disepakari oleh kedua belah pikak
Beniuk seperti ini memiliki kesamaan dengan syirkah al-da’imah
dari sisi bahwa LES yvang memiliki sifat atau posisi sebagai svarik
memperoleh seluruh hak-haknya sebagai syarik sebagaimanea
wmumeva dalam svirkah al-da’imab. Demikian juga LKS memifiki
selurult kewajiban dan konschkwensi sebagai svarik Musyarakah
muntahivah bi al-tamlik memiliki perbedaan dengan xyirkah al-
da’imah dari sisi kontinuwitas dan kesinambungan akad LKS dalam
musyarakah muntahivah bi al-tamlik tidak bermaksud wnnk
selamanya menfadi svarik, dan memberikan hak (kesempatan)
kepada mitra syarik lainnye untuk menggantikan posisinya dalam
kepemilikan hishah dalam kegiatan wsaha, Berbeda dengan
syirkah ad-da’imah, di mana LKS bermaksud untuk tetap menjadi
svarik hingga masa akad berakhir...
Kemudian beliau mengatakan, “Sesungeulya bentuk muamalah
veperti ini adalah  bemtuk muamalah yvang menggabunghan
komponen-komponen vang  diperbolehkan, dan tidak ada di
dalamnya hal-hal yang bertentangan dengan nash-nash syar i,
serta tidak fuga bertentangan dengan al-gawa’id al-kullivyah al-
‘ammah. (Neh karenanya, bentuk akad seperti ini diperbolehkan
secara syar i,
e. Ibnu Tamivah dalam kitab Majmu ' al-Fatawa, Majma’ al-Malik
Fahd, al-Mamlakah al-‘ Arabiyyah al-Sa’udivah, 1995, Jilid 29, h.
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233 dan al-Nawawi dalam kitab a/-Majmu ', Dar al-Fikr, tt., Jilid 9,
h. 186:
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Boleh bai’ al-muisya’, secara garis besar, tanpa ada perbedaan
pendapat ulama. lbnu Taimiyah berkata, *Boleh bai’ al-musya’
berdasarkan kesamaan pendapat kaum muslimin, schagaimana
telah berlangsung sejak dahulu berdasarkan sunnah Rasulullah
s.a.w, schagaimana sabda beliau s.aw yang diriwayatkan oleh
Imam Muslim, “Siagpa safa vamg memiliki bagian dari tanah,
tempat finggal, atau kebun, maka ia tidak sah menfualnya sebelum
memberitahukan kepada syarikmyva (mitra); fika syariknya mau,
maka ia boleh membelinya; jika svariknva tidak mau, maka ia
boleh  meninggalkanma,  Jika  ia  menjualmva  tanpa
memberitahukan kepada mitra, maka mitra lebih berhak atay
hagian fersebut dengan membayarkan harganya.”
Imam Nawawi berkaia, holeh (mefakukan) bai’ al-musya’ seperti
menjual setengah (kepemilikam) hamba sahava, baju, kavu, tanah,
pohen, dan yvang lainnya tanpa ada perbedaan pendapat (di
kalangan wlama); baik atas seswaty fobjek) yang dapat dibagi
mspn Hdak dapar dibagi,

2. Surat permohonan dari Bank Indonesia No. 20/13/DEKS-
KEKS/Sr/B, tanggal 17 September 2017 dan surat No.
20/553/DEKS/Srt/B, tanggal 15 Oktober 2018 terkait permohonan
fatwa atau pemyatasan kesecsuaian (opini) syariah mengenai sukuk
Bank Indonesia;

3. Surat Pernyatann Kesesunian (opini) Syariah tentang Sukuk Bank
Indonesia, No. B-T17/DSN-MUL/X/2018, tanggal 23 Oktober 2018;

4. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Rabu,
tanggal 03 Safar 1441 H / 02 Oktober 2019 di Bogor.
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-

Menetapkan :

Pertama -

MEMUTUSKAN:

FATWA AL-MUSYARAKAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK

Ketentuan Umum

10.

Akad Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih
untuk sustu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan
kontribusi dana‘modal (ra'y al-mal) untuk disatukan menjadi modal
usaha bersama (modal svirkah), dengan ketentuan bahwa keuntungan
dibagi sesuai nishah yvang discpakati atau nishah secara proporsional,
sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.
Syirkah ini merupakan salash satu bentuk Syirkah al-Amwal dan
dikenal dengan nama Syirkah al-"Tnan.

. Akad Musyarakah Muniahivah bi al-Tamiik adalah Akad Syirkah

yang kemudian salah satu Syarik mengalihkan Hishshah-nya kepada
Svarik yang lain secara sekaligus sesuai janji (wa'd), dengan
menggunakan akad bai | hibah atau hibah wal bai’, sehingga seluruh
maodal usaha syirkah menjadi milik Svarik yang lain tersebut;

. Syarik adalah mitra atau pihak yang melakukan Akad Syirkah, baik

berupa orang  (al-svakhsivah  al-thabt vah - gl Lasah
Inatuurlifke persoon) maupun badan hukum (al-syakhshivah al-
i ‘tibarivah - wlac GmsalV svakhshivah hukmivah/rechisperson);

. Hishshah adalah porsi atau bagian Syarik dalam kekayaan Syirkah

yang berupa musya’;

- Musya' (¢\=l) adalah Hishshah yang memiliki nilai tertentu dan tidak

dapat ditentukan batas-hatasnva secara fisik;

. Jual-beli adalah Bai® al-Musva® (pLd a), yaitu jual beli yang

objeknya adalah Musya®

. Ra's al-Mal (JW _,) adalah modal usaha berupa harta kekayaan ( JL

Jigsl —) dari para syarik vang disatukan menjadi modal usaha bersama
{modal syirkah);

. Syirkah Amwal (J% #2) adalah syirkah vang ra’s al-mal-nya

berupa harta kekavaan (Jiw! - Ju) dalam bentuk uang atau barang
vang telah dilakukan proses Tagwim al- "Urndh;

. Tagwim al-"Urudh (_#32" #:) adalah penaksiran barang uniuk

diketahui nilai atau harganya;
Syirkah 'Inan (ol 352} adalah Syirkah antara dua pihak (sparik) atau
lebih, yang masing-masing memberikan modal (ra ‘s al-mal) den,gan#‘
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porsi yang tidak harus sama nilai dan atau jumlahnya, serta memiliki
hak untuk ikut serta dalam kegiatan usaha (al-‘amal);

11. Nisbah Bagi Hasil -dapat juga disingkat Nisbah- adalah perbandingan
vang dinyatakan dengan angka scperti persentase untuk membagi
hasil (keuntungan) usaha, baik Nishah-Kesepakatan maupun Nisbah-
Proporsional;

12. Nisbah-Kesepakatan adalah Nishah atas dasar kesepakatan para
Syarik (bukan atas dasar porsi ra s al-mal) vang dijadikan dasar untuk
membagi Keuntungan;

13. Nisbah-Propersional adalah Nisbah atas dasar porsi ra s al-mal para
pihak (Syarik) dalam Syirkah yang dijadikan dasar untuk membagi
keuntungan dan kerugian usaha;

14, Kerugian (al-khasarah - 430) adalah hasil ussha dalam Akad

Syirkah, di mana jumlah modal uwsaha (Ra's al-Mal) yang
diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-
biaya melebihi jumlah pendapatan.

Kedua i Ketentuan Hukom

Akad Musyarakah Muntahivah bi af-Tamlik boleh dilakukan dengan
tunduk dan patuh pada ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketentuan Akad

Akad Musyarakah Mumahivah bi  al-Tamlik  terdii  atas  akad
Musyarakal/Syirkah dan akad temiik (pengalihan kepemilikan) serta
Janji {wa o) untuk mengalihkan Hishshah milik salah satu Svarik kepada
Syarik lain, baik dengan akad jual beli, hibah, atau akad tamiik lainnya,

A
-

Keempat : Ketentuan Khusus

1. Para pihak yang melakukan Musvarakah Mumiahivah bi al-Tamiik
wajib  melaksanakan Akad Syirkah terlebih  dahulu, dan
mencantumkan secara jelas Ra's al-Mal setiap pihak (Svarik), usaha,
Nisbah Bagi Hasil, ketentuan mengenai wakiu dan cara melakukan
bagi hasil, dan ketentuan terkait Kerugian,

2. Dalam hal pengalihan kepemilikan Hishshah dalam akad Musyarakah
Muntahiveh bi al-Tamlik dengan jual beli, pihak pertama (salah satu
Syarik, LKS) berjanji (wa'd) untuk menjual secara sekaligus seluruh
Hishshah-nya dan pihak kedua (Syarik vang lain, nasabah) berjanji
untuk membelinya di akhir periode Akad Syirkah atau pada waktu
vang disepakati.

3. Jual-beli sehagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan secara
terpisah di akhir periode Akad Syirkah atsu pada waktu vang
disepakati.

i
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4. Harga (tsaman) . Hishshah dalam jual beli sebagaimana dimaksud
dalam angka 3 ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

5. Dalam hal jual-beli Hishshah telah dilakukan, dengan sendirinya demi
hukum akad Musyarakah Muntahiyah bi al-Tamlik berakhir.

6. Kegiatan usaha dalam akad Muwsvarakah Muntahivah bi al-Tamlik
boleh dilakukan dengan akad farah, mudharabah, bai® atan akad lain
vang sesusi dengan prinsip syariah.

7. Ketentuan lain terkait Musyaarakah/Syirkah vang belum diatur dalam
fatwa ini, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana diatur dalam
Fatwa DSN Nomor: 114/DSN-MULTX/2017 tentang Akad Svirkah,
dan Fatwa DSN Nomor: 08/DSN-MUTTV/ 2000 tentang Pembiayaan
Musyarakah.

Kelima : Ketentuan Penutop
1. Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah
dan peraturan perundang-undangan vang berlaku:
a. melalui musyawarah mufakat,
b. melalui lembaga penvelesaian sengketa, antara lain melalui
Badan Arbitrase Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
(BASYARNAS-MUI) atau  Pengadilan  Agama  apabila
musyawarah muflakal tidak tercapai.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan disempurnakan
sechagaimana mestinya jika di kemudian hari temyata terdapat

kekeliruan,
Ditetapkan i~ : Jakarta
Pada Tanggal : 03  Safar 1440 H
02 Oktober 2019 M
DEWAN SYARIAH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESLA/
Ketua,
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